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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puiji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Alalh SWT, atas limpahan rahmat
dan InayahNya, sehingga Tim Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah untuk
wilayah Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan
oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan baik sesuai dengan rencana.
Tak lupa shalawat dan salam kami sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.

Laparan ini adalah rangkuman hasil pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan
Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Nomor W8-
A/2168/PS.01/11/2019, tanggal 11 November 2018, pemeriksaan mana dilaksanakan di
Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 12 sampai dengan 14 November 2019.
Dibuat dan disampalkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKl Jakarta sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas cleh kami tim yang ditunjuk.

Format laporan ini dibuat dengan menguraikan temuan dalam bentuk kondisi atau
keadaan riil yang ditemukan di lapangan kemudian diuraikan pula pemecahan dalam
bentuk apa yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaxu.

Kami sadar bahwa pemecahan atau apa yang seharusnya dilakukan sebagai yang
telah kami uraikan dalam laporan ini mungkin kurang tepat atau kurang sempurna dengan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKl Jakarla, maka untuk itu kami secara terbuka
menerima perbaikan dan penyempurnaan demi perbaikan lembaga peradilan ke depan.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 14 November 2019
Ketua T|

Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.
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BAB |
PENDAHULUAN

A.Dasar Pelaksanaan Pengawasan

1.
2.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentdng Kekuasaan Kehakiman;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 5 Tahun 2019, tanggal 23
Januari 2019, Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada di bawahnya;

_Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan

dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Di Bawahnya, khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf a jo Pasal
3 ayat (1) dan (2);

_Peraturan Mahkamah Agung Nemor 3 Tahun 2018, Tentang Administrasi

Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;

. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor KMA/Q80/SKNIII/2006

tanggal 24 Agustus 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di
Lingkungan Lembaga Peradilan;

_Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku Il (Edisi

Revisi tahun 2014);

. Buku IV Mahkamah Agung Rl Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan

di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;

. Juklak Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah

Agung RIl, Nomor 1294/DJA/MHK.00.8/SK/2018, Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018;

. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI,

Nomor 424/DJAHM.00/1/2018, tanggal 11 Februari 2019, tentang
Penerapan Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara Secara
Elektronik Pada Pengadilan Agama;

10. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Nomor W8-

T ——"
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A/181/PS.01M1/2019, tanggal 2 Januari 2019, Tentang Penunjukkan Tim
Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah Di Ligkungan Pengadilan
Tinggi Agama DKI Jakarta;

11,  Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Nomor: W9-
AJ2168/PS.01/10/2018, tanggal 11 November 2019, Tentang Penugasan
Hakim Pembina dan Pengawas Daerah di Lingkungan Pengadilan Tinggi

Agama DKI Jakarta;

: B. Ruang Lingkup Pengawasan
! 1. Manajemen Peradilan;
2. Administrasi Perkara;
3. Administrasi Persidangan;,
4, Administrasi Umum;
a. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
b. Sub Bagian Umum dan Keuangan
c. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Pelayanan Publik

SIPP Mahkamah Agung

E-Court Mahkamah Agung

Web Site satker

. E-Register (Register Perkara Elektronik)
10. E-Keuangan (Keuangan Perkara Elektronik)

© ® N oo

C. Tujuan Pengawasan

1. Untuk memantau pelaksanaan Manajemen Peradilan secara baik dan
benar;

2 Untuk melakukan kontroling terhadap kelancaran, kecepatan dan
ketepatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan, sehingga
apabila ada ketidaksesuaian atau ada indikasi penyimpangan

secepatnya dilakukan pelurusan dengan cara preventif;
e e e
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3. Memberikan masukan berupa temuan-temuan fakta, permasalahan-
permasalahan yang terdapat di lapangan, memberikan pertimbangan
dan rekomendasi kepada atasan sebagai bahan untuk menindaklanjuti
temuan-temuan tersebut, agar mendapatkan hasil yang baik sesuai

) aturan yang ada;

D. Metodologi Pengawasan

1. Memeriksa yang terkait dengan Manajemen Peradilan;
5 Melakukan pemeriksaaan teknis administratif berkas perkara terhadap

. perkara-perkara yang telah diputus;

' 3. Memeriksa e-register, e-jurnal, e-keuangan perkara, minutasi perkara,
keuangan perkara serta e-laporan perkara, Pengelolaan PNBF, dan lain-
lain: dengan cara mengamati apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan
buku pedoman pelaksanaan tugas dan Buku Bindalmin (Buku Il MA-R! Edisi
Revisi), Peraturan Mahkamah Agung Nomar 3 Tahun 2018, Tentang
Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik, Juklak Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Nomor
1284/DJA/HK.00.6/SK/2018, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Mahkamah Agung Rl Nomor 3 Tahun 2018, dan Surat Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Agama  Mahkamah  Agung RI,  Nomor
424/DJA/HM.00/1/2018, tanggal 11 Februari 2019, Tentang Penerapan

Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara secara elektronik

Pada Pengadilan Agama;

4. \Wawancara dengan beberapa pejabat dan staf yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas;

. Waktu Pelaksanaan

Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKl Jakarta, Nomor
WO-A/2168/PS.01/11/2018, tanggal 11 November 2018, pengawasan dan
pembinaan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dilaksanakan selama 3 (tiga)
hari), terhitung mulai tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 November 2019
oleh Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah dengan dibantu oleh 1

———— T e
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(satu) orang Sekretaris

1. Nama :
NIP
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan/Tugas
Unit Kerja

.i 2. Nama
| NIP
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan/Tugas
Unit Kerja

. Nama
NIP
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan/Tugas
Unit Kerja

. Nama
NIP

Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan/Tugas

Unit Kerja

dan 1 (satu) orang Asisten, sebagai berikut:;
Drs. H. Musfizal Musa, S.H., MH.

- 19560819 198303 1 002

Pembina Utama (I\V/e)

- Hakim Utama (Ketua Tim)
: Pengadilan Tinggi Agama DRKI Jakaria

: Sulhan, S.H.,, M.Hum.
+ 19500608 198703 1 007

Pembina Utama (IV/e)

: Hakim Utama (Anggota)
. Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

- H. Bangbang Sri Pancala, S.H., Sp.I., M.H.
- 19660505 199403 1 006

Pembina (IV/a)

- Panitera Pengganti (Sekretaris)
: Pengadilan Tinggi Agama DK! Jakarta

+ Yulita Fitri Hartaty, S.E.
- 19830722 200904 2 007

Penata (I1l/c)

- Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran

(Asisten)

: Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

e ————
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| ' BAB I
| TEMUAN PENGAWASAN

A. MANAJEMEN PERADILAN.

Kondisi:

SK Hawasbid untuk tahun 2019 sudzh dibuat dan Hakim Pengawas
Bidang sudah melaksanakan tugasnya setiap 3 bulan sekali, namun belum
ada Surat Perintah kepada Hawasbid setiap akan melaksanakan tugas
pengawasan;

Kriteria:

Seharusnya setiap Hawasbid akan melaksanakan tugas pengawasan di
dasarkan Surat Perintah;

Sebab:

Transisi penggantian pimpinan lama ke pimpinan baru;

Akibatnya:

Manajemen peradilan tidak berjalan dengan baik dan benar;

Kondisi:

Laporan hasil pengawasan pertama Hawasbid bulan Januari 2019 s/d
bulan Maret 2019 tidak di ketemukan laporan hasil pengawasan (LHP)
nya;

Kriteria:

Seharusnya setiap selesai Hawasbid melaksanakan tugas pengawasan
melaporkan ke pimpinan dalam bentuk LHP;

Sebab:

Hawasbid kurang mengontrol hasil pelaksanaan pengawasan;,

Akibatnya:

Manajemen peradilan tidak berjalan dengan baik dan benar;,
Rekomendasi:

Agar Haswashbid setelah selesai melaksanakan tugas pengawasan segera
membuat LHP yang diserahkan kepada pimpinan;,

Lapzran Hasil Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan Agama Jakarta Pusat-2019{2) 5




Kondisi:
Laporan hasil pengawasan kedua Hawasbid bulan April 2019 s/d hulan
Juni 2019 telah dibuat laporan hasil pengawasan (LHP) namun belum di
jilid rapi;
\ Kriteria:

Seharusnya setiap selesai Hawasbid melaksanakan tugas pengawasan
melaparkan ke pimpinan dalam bentuk LHP dan sudah di jilid rapi;

a Sebab:

{ Hawasbid kurang mengontrol hasil pelaksanaan pengawasan;
Akibatnya:
Manajemen peradilan tidak berjalan dengan baik dan benar;
Rekomendasi:
Agar Haswasbid setelah selesai melaksanakan tugas pengawasan segera

membuat LHP dan menijilid untuk diserahkan kepada pimpinan;

B. BIDANG ADMINISTRASI PERKARA
1. Pola Laporan Perkara

Laporan Perkara Yang Dimohonkan Banding (L1-PA2)

Kondisi:

Ditemukan ada 1 (satu) perkara putus yang digjukan 2 (dua) Kali oleh

Pemohon Banding | dan Pemohon Banding Il yaitu:

« Nomer 687/Pdt.G/2019/PAJP, putus di tingkat pertama tanggal © Oktcber
2019, pengajuan banding tanggal 11 Oktober dan tanggal 23 Oktober
2019;

Berkas banding tersebut sampai dengan saat ini belum dikirim ke
Pengadilan Tinggi Agama DKl Jakarta dengan alasan akan dikirim
bersamaan dengan berkas Pembanding Il.

Kriteria:

Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama

halaman 7 poin 13 jo pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

ey
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(Dalam waktu satu bulan sejak permohonan banding diajukan berkas perkara
banding sudah dikirim ke PTA).
Sebab:
Menunggu /nzaage, atau menunggu Memori Banding.
} ' Akibat:
| Tidak sesuai dengan Buku Il Pedoman Pelaksaaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan.

3 Rekomendasi:
Seharusnya sesuai dengan Buku |l Pedoman Pelaksaaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan, bahwa dalam waktu satu bulan sejak permohonan
banding diajukan, berkas perkara banding harus sudah dikirim ke PTA DKI
Jakarta.
2. E-REGISTER PERKARA
- Pola Register Perkara
> Bahwa, mulai perkara Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.JP yang terdaftar
tanggal 7 Maret 2019 dan nomor perkara seterusnya sampai dilakukan
pemeriksaan, semua perkara berikut register sudah menggunakan
pencatatan elektronik;
> Bahwa, register-register manual yang berlaku di Pengadilan Agama
Jakarta Pusat sudah tidak diberlakukan lagi dan mulai bulan Maret 2019
seluruh register yang berlaku sudah dialihkan ke register elektronik;
3. E-KEUANGAN PERKARA
- Pola Prosedur keuangan Perkara
a. Buku Jurnal-Jurnal Keuangan Perkara
- Bahwa sejak awal bulan Januari 2019 ini pencatatan mengen'ai
penerimaan dan pengeluaran biaya keuangan perkara sudah tidak lagi
menggunakan pencatatan manual karena dari Badilag sudah tidak lagi
mengirimkan buku-buku keuangan, maka sejak Januari 2018 sudah
menggunakan pencatatan secara elektronik, sesuai dengan surat
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI  Nomor
424/DJAHM.00/11/2018, Tanggal 11 Februari 2019, tentang Penerapan
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Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara secara elektronik

| pada Pengadilan Agama;

i b. Buku Induk Keuangan Perkara (KI-PAB)

- Bahwa untuk SK Panjar Biaya Perkara, Pengadilan Agama Jakarta

\ ; Pusat sudah mencantumkan biaya PNBP, sesuai dengan PP
Nomor 5 Tahun 2018: '

- Bahwa, Perkara Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.JP dan nomor seterusnya

sudah berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2018:

- Bahwa, mengenai tatacara penyetoran biaya PNBP ke Kas Negara
sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, tanggal 23 Januari 2019, Tentang
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di
bawahnya;

f
i.
i

- Bahwa, uang sisa panjar biaya perkara diadministrasikan (dicatat) di
dalam buku bantu yang pencatatannya dilakukan secara elektonik,
bila dibutuhkan data tersebut bisa di print atau soft copy dengan
fermat pdf

- Bahwa Pengembalian Sisa Panjar di atas 6 (enam) bulan yang belum
diambil oleh para pihak berperkara sudah disetorkan ke Kas Negara,
sesual dengan peraturan yang berlaku;

- Bahwa, biaya perkara Isbat Nikah di Kantor Perwakilan Republik
Indonesia berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Nomor  WO-A1/904A/HK.05/11/2012, tanggal 9  Maret 2012,
menetapkan biaya perkara isbat nikah sejumlah Rp116.00000
(seratus enam belas ribu rupiah), sebagai biaya proses dan PNBP,
tanpa menyebut rinciannya, kemudian terbit surat Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Tanggal 8 Mei 2016,
Nomor 1132.a/DJA/KU.01/05/2018, perihal biaya perkara dan biaya
Operasional pada pelayanan terpadu, yang meliputi; biaya proses,

biaya pendaftaran, biaya redaksi dan meterai:
e
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- Bahwa, biaya Redaksi yang merupakan HHK dalam menu buku Induk
Penerimaan HHK dalam SIPP tidak bisa ditemukan perkara-perkara
belum putus, tetapi apabila perkara tersebut telah diputus maka baru bisa
ditemukan biaya redaksi dalam menu buku Induk Keuangan dalam SIPP;

| i C. BIDANG ADMINISTRASI PERSIDANGAN

1. Nomor Perkara 1350/Pdt.G/2019/PA.JP
1.1. Kondisi:

BAS (Berita Acara Sidang) tidak ditandatangani oleh Panitera Pengganti.

* Kriteria:

BAS (Berita Acara Sidang) ditandatangani oleh Ketua Maijelis dan
Panitera Péngganti.
- Sebab:
BAS (Berita Acara Sidang) tidak ditandatangani oleh Panitera Pengganti.
Akibat :BAS (Berita Acara Sidang) tidak lengkap.

- Rekomendasi:
Sebaiknya dicek dulu BAS nya.

1.2. Kondisi:

BAS (Berita Acara Sidang) Sidang pertama dibuat 2 (dua) kali.

- BAS yang pertama : Sidang Dilakukan pada hari Senin tanggal 9
September 2019 dan sidang ditunda pada hari Senin tanggal 16
September 2019;

- BAS yang kedua : Sidang Dilakukan pada hari Senin tanggal 9
September 2019 dan sidang ditunda pada hari Senin tanggal 23
September 2019;

Sebab:

Ada 2 (dua) BAS (Berita Acara Sidang) pertama,

Akibat:

sidang ditunda pada hari Senin tanggal 23 September 2019;
Rekomendasi:

Sebaiknya dicek dulu BAS nya.

B e e —
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1.3. Kondisi:

Putusan tidak ditandatangani oleh anggeta majelis (Dr. H. Jarkasih, M.H.)
! Kriteria :

Putusan harus ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Para Hakim
} Anggota serta Panitera Pengganti;
Sebab :
Putusan tidak lengkap ditandatangani,
Akibat

Putusan tidak melaksanakan administrasi peradilan sebagaimana

mestinya;
Rekomendasi :
Sebelum perkara diarsipkan harus dicek dulu apakah sudah lengkap
segala sesuatunya.
2. Nomor Perkara 1336/Pdt.G/2019/PA.JP
2.1 Kondisi :
Relaas panggilan tidak ada sah coret.
Kriteria:
Relaas panggilan harus jelas (harus ada sah coret).
Sebab :
Tidak lengkapnya relaas panggilan dan tidak telitinya JSP.
Akibat:
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar.
Rekomendasi:
Harus diingatkan kepada JSP (Juru Sita Pengganti) dibuat relaas
panggilan secara tepat dan benar.

2.2.Kondisi:
BAS (Berita Acara Sidang) hari Kamis tanggal 19 September 2019
ditunda pada hari ................. $BRGEE] .. e pukul 08.00 WIB.
Kriteria:

BAS (Berita Acara Sidang) harus lengkap ditunda hari Kamis tanggal 26
September 2019.
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| Sebab:
|‘ BAS (Berita Acara Sidang) tidak lengkap ditunda hari apa dan tanggal
;.' berapa.
| i Akibat:
BAS (Berita Acara Sidang) yang salan.
Rekomendasi:
Seharusnya dibaca ulang oleh KM (Ketua Maijelis) dan PP (Panitera
Pengganti) baru ditandatangani.
2.3 Kondisi:
Ada ruang yang kosong dalam BAS (Berita Acara Sidang) tanggal 16
September 2019, setengah lembar tidak ada isinya.
Kriteria:

BAS (Berita Acara Sidang) harus rapi dan lengkap.
Sebab:
Terjadi BAS (Berita Acara Sidang) yang tidak rapi.
Akibat:
BAS (Berita Acara Sidang) tidak lengkap dan jelas.
Rekomendasi:
Seharusnya diingatkan kepada PP (Panitera Penggant)) BAS (Berita
Acara Sidang) yang lengkap dan rapi (lihat Buku ).
3. Nomor Perkara 1464/Pdt.GI2019/PA.JP
3.1.Kondisi:
Relaas panggilan tertanggal 23 September 2019 (yang dibuat oleh JS
Budi Sukirno) untuk sidang tanggal 25 September 2018, menyalahi
aturan, sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja tenggang waktu antara
pemanggilan pinak berperkara dengan hari sidang.
Kriteria:
Relaas panggilan harus disampaikan paling sedikit 3 (tiga) hari kerja
sebelum hari sidang.
Sebab:

“Namun Majelis menyatakan: ......dan tidak ternyata ketidak hadiran

—— e e
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Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan halzngan yang sah
menurut hukum’.

Akibat :

BAS (Berita Acara Sidang) yang tidak sah.

Rekomendasi:

Seharusnya KM (Ketua Majelis) membacakan tanggal pemanggilan dan
tanggal sidang.
3.2.Kondisi:
Relaas panggilan tanggal 30 September 2019 untuk sidang tanggal 2
Oktober 2018 tidak memenuhi jarak waktu saat memanggil para pihak

maupun hari sidang.
Kriteria:
Tenggang wakiu antara panggilan para pihak dengan hari sidang
minimal 3 (tiga) hari kerja. (Buku |l halaman 27).
Sebab:
Majelis Hakim tidak memperhatikan jarak waktu untuk memanggil para
pihak dengan hari sidang.
Akibat:
Terjadilah persidangan yang tidak menentukan jarak wakiu antara
memanggil para pihak dengan hari sidang.
Rekomendasi:
Perhatikan jarak waktu itu.
4. Nomor Perkara 1327/Pdt.G/2019/PA.JP
4.1.Kondisi:
Bukti tertulis Penggugat yang diserahkan ke Majelis Hakim tidak diparaf.
Kriteria:
KM (Ketua Majslis) talah menetapkan: "Bukti tertulis Penggugat sesuai
dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian KM
memberi tanda serta membubuhkan paraf.”
Sebab:

Kekurang hati-hatian Majelis terhadap bukti tertulis.
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Akibat:
Terjadi seperti didalam kendisi di atas, bukti tertulis tidak diparaf.
Rekaomendasi :
Hati-hatilah terhadap bukti tertulis yang diajukan.

4.2 Kondisi:
Dalam Relaas Pemberitahuan Isi Putusan, sebagian amarnya berbunyi:
‘Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumliah
Rp601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah).” Sementara dalam Putusan
perkara tersebut berbunyi: “Membebankan kepada Peanggugat unfuk
membayar biaya perkara sejumiah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan
puluh satu rbu rupiah).”
Kriteria:
Amar dalam Relaas Pemberitahuan Isi Putusan harus sama dengan
amar dalam Putusan perkara tersebut.
Sebab:
JSP (Juru Sita Pengganti) PA Jakarta Utara telah salah mengutip amar
putusan tersebut.
Akibat :
Terjadilah kesalahan tersebut.
Rekomendasi:
Seharusnya PA Jakarta Pusat berkomunikasi dulu dengan PA Jakarta
Utara.

5. Nomor Perkara 1356/Pdt.G/2019/PA.JS.
5.1.Kondisi:

Relas panggilan Penggugat dan Tergugat untuk sidang pertama ada
tanda tangan M. Gunawan (bukan para pihak), dan ada tandatangan
penerima dari pihak Kelurahan;

Kriteria:

Jurusita Pengganti dalam melakukan pemanggilan harus ke tempat
kediaman Penggugat dan/atau Tergugat, jika tidak bertemu maka relas
Panggilan disampaikan kepada kelurahan setempat;

e e T ———
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Sebab:
Jurusita Pengganti kurang memahami teknis dan cara melakukan
pemanggilan sebagaimana yang di tentukan oleh Pasal 380 HIR;
Akibatnya: :

\ Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar;
Rekomendasi: )
Agar jurusita pengganti dalam melaksanakan tugas pemanggilan harus
memperhatikan Pasal 380 HIR, Pasal 27 dan 29 Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 1975;

5.2 Kondisi:

Dalam Berlta Acara Sidang pertama halaman 2 tanggal panggilan
pertama Tergugat tertulis 8 September 2019;

Kriteria:

Dalam Berita Acara Sidang halaman 2 tersebut seharusnya di tulis
tanggal 5 September 2018,

Sebab:

Ketua majelis dan Panitera Pengganti kurang teliti dan cermat dalam
membuat berita acara sidang;

Akibatnya:

Adminstrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar;
Rekomendasi:

Agar tanggal dalam Berita Acara Sidang halaman 2 tersebut di ganti
sesuai dengan tanggal pemanggilannya;

5.3.Kondisi:

Sidang kedua tanggal 18 September 2019 panggilan tidak patut;

Kriteria:

Seharusnya jurusita pengganti dalam melakukan pemanggilan kepada
Tergugat untuk sidang tanggal 18 Sepetember 2019 sekurang-kurangnya

dilaksanakan pada tanggal 12 September 2019, dan bukan tanggal 13
September 2019:

e
Laporan Hasil Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan Agama Jakana Pusat-2019(2) 14




Sebab:
Jurusita pengganti kurang memahami perintah Ketua Majelis
sebagaimana yang tercantum dalam Penetapan Hari Sidang;
Akibatnya:
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar;
Rekomendasi: )
Agar Jurusita pengganti dalam melaksanakan pemanggilan harus
mengindahkan dan sesuai dengan perintah ketua majelis, dan supaya
PHS sesuai dengan Pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan
aturan khusus dalam perkara parceraian:
5.4 Kondisi:
Bukti P1 dan P2 terdapat kalimat telah dicocokan dengan aslinya, tanpa
ada keterangan “dan ternyata cocok”; '
Kriteria:
Keterangan pencocokan fotokopi bukti surat dalam Berita Acara Sidang
haruslah ada keterangan sesuai dengan aslinya sebagaimana dengan
keterangan Ketua Majelis yang terdapat dalam fotokopi bukti surat;
Sebab:
Ketua Majelis dan Panitera Pengganti kurang cermat dan teliti dalam
membuat berita acara sidang;
Akibatnya:
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar;
Rekomendasi:
Keterangan pencocokan fotokopi bukti surat derngan aslinya dalam berita
acara sidang harus sesuai dengan pasal 1888 KUHPerdata (harus ada
kalimat "dan ternyata cocok™) sehingga BAS harus di sempurnakan.
5.5.Kondisi:
Keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat dalam berita acara
sidang belum menjangkau sebab pengetahuan saksi atas hal-hal yang di
terangkan, misalnya: Tergugat suka judi, dan lain-lain;
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Kriteria:

Segala keterangan saksi yang disampaikan di persidangan harus
menjangkau sebab-sebab pengetahuan saksi terhadap hal-hal yang
diterangkan;
Sebab:
Majelis kurang lengkap dalam memeriksa dan menggali keterangan -
saksi, serta panitera pengganti kurang cermat dalam menyusun dan
membuat berita acara sidang;
Akibatnya:
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar:
Rekomendasi:
Agar majelis dalam memeriksa saksi memperhatikan dan berpedcman
pada pasal 171 HIR;

5.6.Kondisi:
Dalam pertimbangan hukum mengenai kebohongan besar (de groten
langen) majelis tidak mencantumkan dasar hukumnya;
Kriteria:
Seharusnya majelis dalam pertimbangan hukumnya mencantumkan
dasar hukum sebagai landasannya, misalnya: Yurisprudensi 863
K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991;
Sebab:
Majelis kurang cermat dan lengkap dalam mencantumkan dasar hukum
pertimbangannya;
Akibatnya:
Teknis yustisial tidak berjalan dengan baik dan sempurna;
Rekomendasi:
Agar setiap pertimbangan dicantumkan dasar hukumnya sesuai dengan
amanat Pasal 62 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1988 jo Pasal 50
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
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6. Nomor Perkara 1398/Pdt.G/2019/PA.JP
6.1.Kondisi:

Tanggal Penetapan Hari Sidang sama dengan tanggal Penetapan Majelis
Hakim, yaitu tanggal 9 September 2018;
Kriteria:
Seharusnya antara tanggal PHS dengan tanggal PMH adalah jeda waktu, -
walaupun hanya 1 hari, sebab jika tanggal PHS sama dengan tanggal PMH
terkesan majelis tidak membaca berkas dan tidak bermusyawarah untuk
menentukan hari dan tanggal sidang dalam PHS;
Sebab:
Ketua majelis tidak cermat dalam menetapkan hari sidang (PHS);
Akibatnya:
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar;
Rekomendasi:
Agar Ketua majelis dalam menetapkan hari sidang (PHS) mengindahkan dan
berpedoman dengan buku Il halaman 26 huruf ¢. Penetapan Hari Sidang.
6.2.Kondisi:
Tanggal pemanggilan pihak berperkara, yaitu tanggal 11 September 2019
dengan tanggal sidang 18 September 2019 tidak sesuai dengan PHS yaitu 3
hari kerja;
Kriteria:

Seharusnya jurusita pengganti dalam melakukan pemanggilan sesuai dengan
perintah ketua majelis dan PHS, yaitu 3 hari kerja;

Sebab:

Jurusita pengganti kurang cermat dalam melaksanakan tugas pemanggilan;
Akibatnya:

Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar;
Rekomendasi:

Agar Jurusita pengganti dalam melaksanakan pemanggilan harus
mengindahkan dan sesuai dengan perintah ketua majelis, dan supaya PHS

e
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6. Nomor Perkara 1398/Pdt.G/2019/PA.JP
6.1.Kondisi:
Tanggal Penetapan Hari Sidang sama dengan tanggal Penetapan Majelis
Hakim, yaitu tanggal 9 September 2018;
Kriteria:
Seharusnya antara tanggal PHS dengan tanggal PMH adalah jeda waktu, _
walaupun hanya 1 hari, sebab jika tanggal PHS sama dengan tanggal PMH
terkesan majelis tidak membaca berkas dan tidak bermusyawarah untuk
menentukan hari dan tanggal sidang dalam PHS;
Sebab:
Ketua majelis tidak cermat dalam menetapkan hari sidang (PHS);
Akibatnya:
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar;
Rekomendasi:
Agar Ketua majelis dalam menetapkan hari sidang (PHS) mengindahkan dan
berpedoman dengan buku Il halaman 26 huruf ¢. Penetapan Hari Sidang.
6.2.Kondisi:
Tanggal pemanggilan pihak berperkara, yaitu tanggal 11 September 2019
dengan tanggal sidang 16 September 2019 tidak sesuai dengan PHS yaitu 3
hari kerja;
Kriteria:

Seharusnya jurusita pengganti dalam melakukan pemanggilan sesuai dengan
perintah ketua majelis dan PHS, yaitu 3 hari kerja;

Sebab:

Jurusita pengganti kurang cermat dalam melaksanakan tugas pemanggilan;
Akibatnya:

Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar;
Rekomendasi:

Agar Jurusita pengganti dalam melaksanakan pemanggilan harus
mengindahkan dan sesuai dengan perintah ketua majelis, dan supaya PHS
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sesuai dengan Pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan aturan
khusus dalam perkara perceraian:

6.3.Kondisi:
Berita Acara Sidang tanggal 23 September 2019 belum ditandatangani oleh
Panitera Pengganti:
Kriteria:
Seharusnya setelah berita acara sidang selesai dikerjakan, Panitera
Pengganti segera membubuhkan tandatangan pada BAS tersebut sebagai
bentuk asas akuntabilitas;
Sebab:
Panitera Pengganti tidak cermat dan teliti dalam menyusun dan membuat
berita acara sidang;
Akibatnya:
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar,
Rekomendasi:
Agar Panitera Pengganti segera membubuhkan tandatangan dalam berita
acara sidang yang telah selesai dikerjakan sesuai dengan Pasal 62 ayat (3)
Undang-Undang Nemor 7 Tahun 1989,

6.4 Kondisi:

Keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat dalam berita acara sidang
tidak menjangkau sebab-sebab pengetahuan saksi mengenai hal-hal yang
diterangkan;

Kriteria:

Keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat harus menjangkau sebab-
sebab pengetahuan saksi mengenai hal-hal yang diterangkan;

Sebab:

Majelis dan panitera pengganti kurang cermat dan teliti dalam memeriksa
dan menyusun keterangan saksi dalam berita acara sidang;

Akibatnya:

_Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar:
e
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Rekomendasi:
Agar dalam memeriksa dan menyusun keterangan saksi dalam berita acara

sidang memperhatikan Pasal 171 HIR mengenai sebab-sebab pengetahuan
saksi terhadap hal-hal yang diterangkan;

6.5.Kondisi:
Majelis tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertanya
kepada saksi Penggugat:
Kriteria:
Majelis seharusnya memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertanya
kepada saksi Penggugat;
Sebab:
Majelis tidak cermat dan teliti dalam memberlakukan sama kepada para
pihak;
AKibatnya:
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar;
Rekomendasi:
Agar majells memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk
bertanya kepada saksi Penggugat sesuai Pasal 150 HIR:

6.6.Kondisi:

Majelis tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan
bukti-bukti:

Kriteria:

Seharusnya memberi kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk
mengajukan bukti-bukti:

Sebab:

Maijelis kurang carmat dan teliti dalam melakukan pemeriksaan bukti-bukti;
Akibatnya:

Administras| persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar:

T
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Rekomendasi:
Agar dalam memeriksa dan menyusun keterangan saksi dalam berita acara

sidang memperhatikan Pasal 171 HIR mengenai sebab-sebab pengetahuan
saksi terhadap hal-hal yang diterangkan;

6.5.Kandisi:
Majelis tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertanya
kepada saksi Penggugat;
Kriteria:
Majelis seharusnya memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertanya
kepada saksi Penggugat;
Sebab:
Majelis tidak cermat dan teliti dalam memberlakukan sama kepada para
pihak;
Akibatnya:
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar:
Rekomendasi:
Agar majelis memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk
bertanya kepada saksi Penggugat sesuai Pasal 150 HIR:

6.6.Kondisi:

Majelis tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan
bukti-bukti:

Kriteria:

Seharusnya memberi kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk
mengajukan bukti-bukti:

Sebah:

Majelis kurang cermat dan teliti dalam melakukan pemeriksaan bukti-bukti:
Akibatnya:

Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar;
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Rekomendasi:
Agar majelis dalam melakukan pemeriksaan perkara memberikan hak dan
kesempatan yang sama kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengn
maksud Pasal 4 (1) UU No. 48 Tahun 2009;

6.7.Kondisi: _
Dalam Berita Acara Sidang tanggal 7 Oktober 2019 Ketua Majelis belum
tanda tangan di Berita Acara Sidang;
Kriteria:

Seharusnya setelah berita acara sidang selesai dan telah diminutasi Ketua
Majelis telah menandatangani berita acara sidang;

Sebab:

Ketua Majelis kurang cermat dan teliti dalam mengoreksi kelengkapan
berkas perkara;

Akibatnya:

Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar;
Rekomendasi:

Agar Ketua majelis segera membubuhkan tandatangan pada berita acara
sidang yang sudah selesai diminutasi sebagai bentuk pertanggungjawaban
sesuai Pasal 62 (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1988:

6.8.Kondisi:

Meterai putusan belum diberi tanggal, bulan dan tahun oleh Ketua Majelis:
Kriteria:
Meterai dalam putusan harus diberi tanggal, bulan dan tahun bersamaan

Ketua Majelis tandatangan putusan;
Sebab:

Ketua Majelis kurang cermat dan teliti dalam melaksanakan tugas pokoknya;
Akibatnya:

Teknis yustisial tidak berjalan sesuai dengan ketentuan.
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